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Kata Pengantar
Rektor Universitas Paramadina

' Jakarta telah berkembang menjadi kota yang menjadi contoh
ki bagi kota-kota lain dunia dalam pengelolaan kebijakan publik.
Kebijakan ini melibatkan partisipasi publik dan penyediaan

ik DKI
- bijakan Publik DKI : : . s
f'n:ilml:‘zsub;:ie'u;:xdkan Janji l\}se,:i::l;;:DM Provinsi DKI Jakarta ruang publik bagi warganya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
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it telah melakukan perubahan terhadap pengelolaan kebijakan
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; erbanyak buku ini dalam . '

e publik dalam beberapa tahun terakhir.

dungi undang-undars eseluruhan tanpa izin tertulis dari

Hak cipta dilin g < mauplmk
bentuk apa pun, baik sebagiart Slogan Kota Kolaborasi yang diperkenalkan oleh
bit. : .
Pener , £ Gubernur Anies Baswedan memberikan warna baru terhadap
d Khoirul Umam, Bambang Sugiyono, Brojamin :
penulis : gl}:]r;a senny Matriska, Devi Wolandari, Eko Hariadi pembangunan Jakarta, dengan melibatkan seluruh stake holder,
> ’ . - H: to, Hi % s1s
- Elva Simall})u;;al;s::iafflfu ,;:y!::;:ea pksine da;;;y baik warga kota maupun pengelola kota. Dengan demikian,
, lin Ma 5 % 4 v 5 > 3
z:g:jr:a;]usysemwaﬁ PA.I Tia Rahmania, Wahyutama, model kebijakan publik yang dilakukan oleh Pemerintah
Wiyati, dan Yurianto Provinsi DKI Jakarta telah menjadikan pembangunan kota
3 & Firman Kurniawan o5: e 0 s 5
Editor : Prima Nam:l dan Firma menjadi lebih ramah bagi warga dan lingkungan sekitarnya
. . im Epigral . v fefe
Desainer : 3;:" :x:i Kebijakan kolaborasi ini telah merangsang tumbuhnya
Desain Kover 2 en i baee s 3 .
o ot Kover: NaufalFiza Fauzi inisiatif dan kreativitas warga dalam mewarnai setiap proses
pembangunan kota. Kebijakan ini telah menjadikan sebagian
Cetakan I, Januari 2022 i iliki j
Lo g beshardwarlg(a kota senantiasa memiliki dan bertanggung jawab
terhadap keberadaan kotanya. Kolaborasi antar elemen bai
Diterbitkan atas kerja sama antara BPSDM Provinsi DKI Jakarta dan P A ar m balk
warga maupun pengelola kota dapat menciptakan ekosistem

Universitas Paramadina.

pendukung dalam mewujudkan visi dan mimpi bersama untuk
Jakarta yang maju kotanya, bahagia warganya, setara dengan
kota-kota besar lainnya. Jakarta terus melangkah, seolah-olah
ingin membuktikan bahwa kebersamaan dengan warga akan
bisa menyelesaikan banyak persoalan yang dihadapi.
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Salah satu bentuk
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kebijakan publik dalam bentu

dan strategi pembangunan yan
pemerintah Provinsi DKI. Jakarta dengan segala kompleksitas

yang dimilikinya telah menjadi laboratorium besar bagi pe-
nyusunan kebijakan publik yang diharapkan dapat memberikan
kontribusi kepada pemangku kepentingan tidak hanya bagj
Jakarta tetapi juga bagi daerah lain di seluruh Indonesia, bahkagn

dan Jakarta Public Policy Centre
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g telah dilaksanakan oleh
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1 i ; Kata Pengantar
¥ | Kepala BPSDM Provinsi DKI Jakarta

Gubernur DKI Jakarta pada konferensi antar walikota dan
Gubernur Dunia bulan Juni 2020-Forum Cities Against
Covid-19 Global Summit 2020 menyatakan bahwa DKI Jakarta
mendapat pembelajaran baru dari Pandemi Covid-19. Peme-
rintah Daerah dipacu untuk melakukan perubahan secara besar
dalam pemulihan perekonomian, ini merupakan kesempatan
untuk mengubah kota, menjadi Kota Anti Pandemi, Kota
Berketahanan terhadap Pandemi, Kota Maju berbasis Digital,
e , Kota yang berkelanjutan dan nyaman dihuni.

pe e Dalam melakukan pemulihan perekonomian, perlu men-
jalankan Bisnis Pemerintahan yang mempunyai fungsi dan
tujuan: 1) meningkatkan taraf hidup warga sambil meningkatkan
mutu layanan masyarakat, 2) meningkatkan pemerintahan
daerah, dan 3) akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan
yang efektif dan efisien. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah
menjalankan fungsi dan tujuannya dengan berbagai strategi
dan kebijakan pada berbagai sektor. Hal ini tentu dapat menjadi
pengetahuan dan pelajaran yang sangat berharga bagi banyak
pihak, baik para pengambil kebijakan, akademisi, pihak swasta
maupun lembaga pemerintah.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pengembangan
Kompetensi dan Kebijakan Publik yang lebih dikenal dengan
Jakarta Public Policy Center (JPPC) merupakan UPT di bawah
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi
DKI Jakarta yang dibentuk sebagai upaya terstruktur dan
sistematis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengelola
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kebijakan publik y2n5 dlterj::aga(: Jsebuah I
Salah satu tUiasr::;produksi pengetahuan itu  senjy;
dih raakan mampu memproduksi publikasi yang
dan JPCC llﬂ\ arap claksanaan tugas. Praktik-praktik yang
depat m end mllghpPemerintah Provinsi DKI Jakarta mela]y;
telah dﬂa@katoe ara pemangku kepentingan belum banyak
kf)labofajSI ‘Z‘l‘::: rﬁlisan dan ini menjadi inovasi untuk meng-
}it;;nkjnmnﬂisan-mlisan yang mampu menjelaskan praktik-
prakiik secara  sistematis, mudah dicerna, namun dapat

dipertanggung-jawabkan secara akademis. o
BPSDM Provinsi DKI Jakarta juga memiliki Widyaiswara
yang mampu menghasilkan publikasi sebagaimana dimaksud

ka me
mendatang. '
Provinsi DKI Jaka

/insi,
pcmcrimah provin

di seluruh Indonesia

pengetahuan adal

di atas dan berkolaborasi dengan para Dosen Universitas
Paramadina untuk berusaha menuangkan berbagai topik
kebijakan publik yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta ke dalam tulisan berbentuk studi kasus.
Studi kasus ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada
pemangku kepentingan untuk dapat memahami dan mengambil

pelajaran untuk pelaksanaan kebijakan serta tata-kelola publik
saat ini maupun di masa yang akan datang,

Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim
penulis dan editor yang telah meluangkan pemikiran,
dan tenaga untuk menuliskan buku inj hingga tuntas,
bukan hal yang mudah dan banyak tantangan untuk menulis
dan berkolaborasi di masa pandemi, bahkan beberapa penulis
dan editor sempat harus dirawat atau isolasi mandiri karena
terinfeksi Covid-19. Demikian pula,

waktu,
Tentu

pihak penyelenggara dari
BPSDM Provinsi DKI Jakarta sempat terkendala ketika harus

mengadakan panel dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
terkait untuk mendiskusikan isi tulisan tersebut, namun semua
ini dapat dilewati dengan baik. Terima kasih kepada Ibu Dra.
Maria Qibtya, M.Si. sebagai Kepala BPSDM Provinsi DKI Jakarta
sebelumnya yang telah menginisasi kegiatan ini. Apresiasi yang
sebesar-besarnya kepada mitra kami dari Universitas Paramadina
yang dipimpin oleh Dr. Dra. Prima Naomi, M.T, yang telah
bersedia berkolaborasi, mulai dari workshop penulisan tanggal
7-23 Desember 2020 hingga terbitnya buku ini. Semua ini tidak
akan terwujud tanpa kesungguhan dan kecintaan terhadap
pengetahuan dan niat yang tulus untuk berbagi pengetahuan.
Buku Studi Kasus terbagi dalam 3 (tiga) buku yaitu:
Volume 1 : Mencerdaskan Jakarta
Volume 2 : Mewujudkan Janji Kesejahteraan
Volume 3 : Membangun Kota Berkelanjutan

Semoga, buku ini bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi
bagi pembacanya serta menjadi amal jariyah bagi penulisnya.

Salam Jakarta Tangguh, Jakarta Maju, Jakarta Berkeadilan
Untuk Semua!

Jakarta, November 2021
Kepala BPSDM Provinsi DKI Jakarta

Mochamad Miftahulloh Tamary, S.STP, M.T, M.Sc.
NIP 197812131997111001
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ionifikan terhadap kesuksesap, ‘ P::lM\g'SP'LDOMAS's BAGAI INST
ini diharapkan akan berperan Sig! ilakukan Pemprov. | Ji rig PEN'NG ATA RUMEN
langkah penanganan Covid-19 yang dilakuk: : KINERJA PEMERINTAHAN DA N KUAL,TAS
TERHADAP SKEMA Kg E

; H: A
. RJA Na,
E  DAFTAR ACUAN | YANG DIJALANKAN pEMER?AMA SISTeR Cir:

. ; DKI P
B. (2009). Qualitative research: A guide to design and JAKARTA (201 7-2020) ROV'NSI

Merriam, S

. : y ba Hutapea, Bambang Sugi
lementation. Jossey-Bass. . Puri 8iyono, Susy Sppi

implements ,‘ >0). "British government communication dur- Ahmad Kpo; ) Setiowat; PALBonyyy,
Sanders, K. B. (2020). "British g ! o fr s irul Umap, Y Matrig,

ing the 2020 COVID-19 pandemic: Learning from high re- a,

lia~bilit\' organizations". Church, Communication and Culture, " - ¥ ABSTRACT

= . " i.0rg/10.1080/23753234.2020.18245 The writing 0% t0is paper has been ingpireq

5(3), 356-377. https.//dm.mg/ Government’s Policy in Medium Term Reg&n; ;’Zvetlhe Jakart, Copig s

82 (RPJMD Tahun 2027- 2022), in which the Sister CiW/P0p¢en, Plan 395. 0

expected to be able to contribute to Tovince/st,

§ ) regional develoy te of Jakary,
management of Sister City has not made signifi Can‘:‘c“:;t.':uow o, the curr:,:
TDution

development. The research methodology used is descrj Vet 10 regiong)
with a qualitative approach carried oyt by secondary 4 Ptive analygig methog
in the form of literature studies of acts, go‘,em';}e'mata coﬂe_ction techniques
Home Affairs regulation, gubernatoria] regulation Sis;:rgugnon, Ministry of
cooperation agreements, annual reports, OVerseas ’vis“ 5 1/Province/stype
cooperation evaluation. The conclusions o ePOrt and sister city

f the analy; Y
success of Jakarta Capital City Governmen Yo e s follows; () The

: t to establish 2 Sister #
State around the world with city/province/state in big col::let:igsltw Pl:owncel
Such as the

USA, Russia, Germany, France, Dutch, Chin: 3 :
Arabia, Vietnam and others, based on goodmi’],]g:d;:;":‘zwand, Saudi
collaboration is a clear evidence of the successful para dipio:n ltyr Synergy and
i ; Cy implemented
by the Jakarta Capital City Government. (2) Of the 22 sister Cities of DKT
Province, 11 Sister Cities were in the active category, 5 in the Jess active a{akana
and 6 in the inactive category. (3) The cause of inactivity in Sister City/Pm;?:z
State relations does not only come from the Jakarta Capital City Government, byt
is also caused by city/provincial/state partners abroad who do not maintain the
cooperation scheme as part of their governments’ priority agenda. The policies
recommended are: (1) The Governor of Jakarta is necessary to establish The
DKI Jakarta Provincial Government’s Overseas Cooperation Coordinating Team
with membership from Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia,
Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia, universities, and related
stakeholders which are responsible for carrying out the analysis and evaluation
over all coopaeration schemes for improving the quality of Jakarta Capital Sity
Government's performance in public policies and public delivery services. (2)
The Sister Cities with the state of Arkansas, city of Islamabad, city of Maputo,
and Jeddah are recommended to be reviewed because they have been inactive
for such a long time, while the Sister City with Al Qud’s Al sharif and the city of
Pyongyang is recommended to maintained.

Keywords: paradiplomacy, sister city, cooperation, public policy, Jakarta capital
city government
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A. PERAN KERJA DIPLOMASI DAN FUNGS]
PARADIPI OMASI DALAM UPAYA
PENINGKATAN KINERJA PEMERINTAHAY
DAERAH

Perubahan perubahan  mendasar - yang terjadi  di “"ukup
nasional, regional maupun global, telah - menuntut k(‘hijnknn
dan perangkat baru dalam pelaksanaan hubungan antarnegary.
Kemajuan teknologi komunikasi telah mendorong globalisag;
vang mengakibatkan adanya saling ketergantungan antar negarg
dan antar masalah semakin erat. Akibatnya tercipta suatu dunig
tanpa batas (borderless world) yang seolah-olah telah mem.
bentuk suatu global village bagi masyarakat dunia.

Globalisasi telah membawa berbagai perubahan mendagay
dalam hubungan internasional, antara lain mengubah tatanap
yang tadinya bersifat bipolar semasa berlangsungnya "Perang
dingin" kini menjadi multipolar; mengubah hubungan inter.
nasional yang semula terkotak-kotak kini menjadi terkait dan
saling mempengaruhi (inter-dependence); serta mengubah
cakupan aktor-aktor hubungan luar negeri sehingga tidak lagi
menjadi dominasi negara berdaulat (sovereigned state actors)
saja atau organisasi internasional seperti United Nations (UN),
World Trade Organization (WTO), International Monetary
Fund (IMF), ASEAN, dan lainnya, tetapi telah muncul pula
aktor-aktor baru non-negara (non-state actors) yang cukup
besar peranannya dalam hubungan internasional kontemporer,
seperti: Non-Government Organizations (NGOs), perusahaan-
perusahaan transnasional dan multinasional atau yang sering
disebut Transnational Corporations (TNCs) atau Multinational
Corporations (MNC), kelompok-kelompok minoritas, aktor
negara di tingkat lokal (sub-state entity), termasuk pemerintah
daerah dan juga para individu warga negara (paradiplomacy atau
people to people diplomacy).

198 Studi Kasus Kebijakan Publik DKI
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.mbaganya, lcmbaga nega N daer. ukap
ler 8ara, badan Usahy MU fempy,

anisasi masyarakat ! s
orgd Yl ) ’ lcmbaga swa daya "Samsasx politik
negara Indonesia”. Sementar, itu Masyara) !

» Pasa] 3¢ Aau yyy
ahun 2014 tentang Pemerintah,,, Daerat 3 dalam, (; "y ;‘:
Kerja Sama Daerah juga Menyebutkap b:’:ﬂg TeNgatur pagy)

Wa

mcningkatkﬂn kesejahteraan rakyat da alam rangk
kerja sama yang didasarkan pag, ,Pen::: dapat Mengadakan
efektivitas pelayanan  pypyik serta sai ANgan efisien; dan
selanjutnya, sebagai tindak lanjut da”‘ kc’;% Menguntungican,
tersebut, pemerintah telah mengeluarkap, Pua u"da"s-undans
Nomor 28 Tahun 2018 tentang K, €raturan Pemeingp,

. erja §
mengenal beberapa jenis Kerja Sama Da:n» ah ;::u .Daerah yang

1. Kerja Sama Daerah dengan Daerapy Lain (dj dq]
yang selanjutnya disingkat KSDD adalah usaham negeri)
yang dilakukan oleh daerah dengan daeraha la- be:ama
rangka penyelenggaraan urysan Pemerintahan ya: nm ala:
kewenangan daerah untuk kesejahteraan masymg k;n:;n
percepatan pemenuhan pelayanan publik.

2. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, yang selanjutnya
disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan
oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyeleng-
garaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
percepatan pemenuhan pelayanan publik.

3. Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar
Negeri, yang selanjutnya disingkat KSDPL adalah usaha
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bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pemeringy),

daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urugay,
pemerintahan yang menjadi kewenangan dacrah untuk
meningkatkan kesejahteraan nmsyarakat dan percepatan
pemenuhan pelayanan publik.
4. Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri, yang
sela-niumya disingkat KSDLL adalah usaha bersama yang
dilakukan oleh daerah dengan lembaga di luar neger;
dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahap
yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkarn

kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan

pelayanan publik.

Dalam tataran yang lebih operasional, PP Nomor 28 Tahun
2018 tentang Kerja Sama Daerah telah ditindak lanjuti dengan
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun
2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan
Pemerintah Daerah dan Lembaga di Luar Negeri.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara internal mengatur
lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta
Nomor 150 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah, yang membentuk Biro Kerja Sama Daerah
yang bertanggung jawab dalam mengelola kerja sama yang
dijalin oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan berbagai
pihak, baik di dalam maupun di luar negeri.

Pemberdayaan seluruh aktor hubungan dan kerja sama
luar negeri diharapkan dapat mewujudkan kerja-kerja diplomasi
yang memandang substansi permasalahan secara integratif dan
melibatkan semua komponen bangsa dalam suatu sinergi yang
disebut total diplomacy. Peluang itu selanjutnya dimanfaatkan
oleh pemerintah daerah di Indonesia dengan menjalin Sister
City/Province/State dengan kota-kota atau provinsi atau state
di luar negeri dengan harapan bahwa kerja sama tersebut akan
bermanfaat dalam mendukung pembangunan daerah.
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suale dianggap sebagaj salah v Sig
( mradil”f’m“‘)’ ): Me“}" ut Takd;
Jiplomast secarz‘a relatif mag;h, Merupa) uktj, 2013

ktivitas pemerintahan dj I"dones'pa M fenomen, Para
ada perilaku dan kapasitag il a. Parg
ri dengan pihak asing yan %
emerintah daerah, (¢,

v u .
r Al Mukij Pf"’ adiplomgs;

aku
nege g dilakukan OIehn hubungan Tuar

atau P ' lam rap CIaS ‘Suby- gy
secara spesifik. Istilah ‘paradiplop,, gka kepent; e,

Jalam perdebatan akademik
Panayotis Soldatos tahup 1980-ap bagaj

stilah ‘parallel diplomacy' menjadi e' agaj Penggabu“gan
mengact P ada makna ‘the Joreign

gm,emments', atau proses diplomag; Yyan
kan aktor negara di tingkat pusat pemer;
:lakukan oleh entitas negara dj t

dlel:nah dilontarkan oleh Igvo D(ﬁ t:lgkat I.Okal' Istilah serupa jugz

p e ; Chacek dj New York(1990)
menyebut konsep ini sebagai 'micro-d,'plom acy’ (Wolff, 200 yang

Menurut Tim Laboratorium Ilmy Politik FISIp iII d9).
merujuk pada hasil penelitian Asosias; Pemerintah’Dengr:hn
Kerajaan Belanda (Association of Netherlands Municipal?;es)
terdapat dua variabel yang dapat digunakan secara bersama:
sama dan saling melengkapi sebagai indikator keberhasilan
dan kendala Sister City/Province/State yaitu variabel aktor dan
variabel pelaksanaan programnya. Aktor yang terlibat dalam
pelaksanaan Sister City/Province/State adalah pemerintah kota,
masyarakat kota (termasuk LSM), pemerintah pusat, organisasi
antar kota, dan organisasi donor internasional.

Dalam konteks ini, paper ini berusaha menjelaskan tentang
dinamika kerja sama paradiplomasi melalui skema Sister City
yang telah dijalankan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Artikel ini juga berusaha melakukan analisa dan evaluasi

g tidak sela]y melibat-
ntahan, Melainkan juga

-t g 1
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a sama yang ada, untuk sclanjm“),a
kebijakan yang sekiranya dapa
1a kebijakan kerjasama Sister Cjy
karta untuk meningkatkan kualitag
ister City ke depan.

atas pelaksanaan kerj
diolah menjadi rekomendasi
dipertimbangkan oleh pelaksar
Pemerintah Provinsi DRI Ja ‘
dan capaian sejumlah kerja sama S

B. METODOLOGI
Untuk menjawab dan menganalisa kinerja paradiplomasi yang
maka penelitian ini menggunakan metode analisis

ada,
pendekatan kualitatif, yang dilakukan dengap

deskriptif dengan
teknik pengambilan/pcngumpulan data sekunder berupa
undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Menterj
Dalam‘ Negeri, peraturan daerah, peraturan gubernur dap
perjanjian kerja sama, laporan pengendalian dan evaluasi kerja
sama sister city, Laporan pelaksanaan kerja sama luar negeri
pemerintah provinsi DKI Jakarta. Laporan perjalanan dinas luar
negeri Gubernur dan wakil Gubernur DKI Jakarta. Data dan
informasi tersebut selanjutnya dianalisa dan dibuat kesimpulan

secara objektif dalam suatu deskripsi yang analitik.

C. MEKANISME PERUMUSAN KERJA SAMA
PARADIPLOMASI MELALUI SKEMA
"SISTER CITY/ PROVINCE/STATE"

Setiap kerja sama antara Provinsi DKI Jakarta dengan pemda/
kota di luar negeri selalu diberi nomenklatur yang sama yaitu
"Sister City"atau "Sister Province" atau "Sister State". Sementara
itu, pemerintah kota Paris, Moskow, Hanoi, Rotterdam, dan
Berlin memiliki persepsi bahwa terminologi Sister City hanya
boleh dipergunakan untuk kerja sama antara dua kota yang
memiliki hubungan budaya (heritage), hubungan ideologi, atau
hubungan darah (Committee, 1993).

Menurut penganut paham ini, Sister City (Friendship City)
seyogyanya perlu dibedakan dengan Inter City Cooperation yaitu

202 Studi Kasus Kebijakan Publik DKI

Kerja sama antar kota yang be
,wajiban mengalokasikap,
::asil:g. Sebagai contoh, pari:nlff:fan Pada o Pa ad, suaty
siste’ C“y._ny.a‘ Demikian pula I\/l()n:e“gakui Roma sebagai
w"mmOIogl sSister Clty bagi kota~kota d W hany, memaE:
gropa Timur. i ne

Sejalan dengan itu, Jakart, tel
Kerja sama dengan kota-kota et o
dunia. Jakarta memiliki kerjasama e (.h berba
dengan Berlin; kerja sama Filesigta denganmkltraan (
Moskow disebut 'kerja sama antar-koty' (int:;tel.’d
Konseuensi pengakuan secara legal atas su; "y cooperation).
sister City adalah adanya kewajiban mengalok;l ~]l:°ta Menjadi
pada APBD masing-masing kota, pj 1‘-merik:13arT anggaran
City/Province/State pada dasarnya diap oD e Z’kllm, Sister
masyarakat atau komunitas sehingga alokas; a: o
tersedia dari APBD sangat terbatas, dap tidak ada gf: ran yang
atau kantor khusus di struktur organisasi Pemds L as khusuf
sister City/Province/State. g menangani

Mengacu pada ketentuan pp Nomor 28 Tahun 2028
tentang Kerja Sama Daerah Pasal 1 butir 4, Kerja Sama Daerah
dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri (KSDPL) adalah
usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pemerintah
daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan tujuan
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan
pemenuhan pelayanan publik. Objek kerja sama tersebut terdiri
atas pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; pertu-
karan budaya; peningkatan kemampuan teknis dan manajemen

” e
h Memilik; berbag,i skem
a
gai Penjury
Partnership)
am, Paris dan

pemerintahan; promosi potensi daerah; dan objek kerja sama
lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Program-program KSDPL dimaksudkan juga untuk
meningkatkan persahabatan dan saling pengertian, dan
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sebut kepalz
,rﬂkz\"‘“ terseb pala daerah mela

berbagai manfaat yang saling
hak seperti bidang kebudayaan,
pengalaman dalam

juga diharapkan melahirkan

menguntungkan bagi kedua pi .

; el
perdagangan, investas dan berbagi
angunan kota, sert
ara yang dijalankan  oleh

perencanaan dan pemb a penyediaan pelayanan

publik. Sebagian dari kota bersaud
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut berlangsung kurang

aktif, bahkan sebagian tidak aktif. Hal ini me.rupakan C.el‘min
dari belum adanya sinkronisasi dan harmonisasi antar ke.bljakan
instansi yang terkait di dalam negeri, termasuk belum optimalnya
saling pengertian dan komitmen dari kedua kota.

Berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja
Sama Daerah pelaksanaan KSDPL harus memenuhi persyaratan

sebagai berikut.

1. Pemerintah Indonesia telah mempunyai hubungan diplo-

matik dengan negara calon mitra.

2. Urusan yang dikerjasamakan merupakan urusan atau
kewenangan pemerintah daerah;

3. Pemerintah daerah tidak membuka kantor perwakilan di
luar negeri;

4. Pemerintah daerah di luar negeri tersebut tidak mencam-
puri urusan pemerintahan dalam negeri Indonesia;

5. Sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan
nasional dan daerah;

6. Untuk kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
harus dapat dialihkan ke sumber daya manusia Indonesia;

7. Adanya kesetaraan status administrasi dan/atau kesetaraan
wilayah;

8. Kerja sama tersbut harus saling melengkapi; dan

9. Kerja sama tersebut harus mampu meningkatan hubungan
antarmasyarakat.

Prakarsa KSDPL dapat berasal dari Pemerintah Daerah di
Indonesia; pemerintah daerah di luar negeri; atau pemerintah
daerah di luar negeri melalui Menteri Luar Negeri. Berdasarkan
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ku .
hui peluang dan manfaqt et kan Penjajakan ypgy)

. a sam :
dan kepentingan nagjong 2 bagi kepentingan

jacrah ol Jika b

‘acnjﬂj"‘kan dl).lakml akan ada manfaay yang ak:rr\d:‘.sarkan hasil
Jaeralt selanjutnya dapat ditindaklanjy; de:ngar:perole}1 oleh
’ Pernyataan

chendak kerja sama (Letter of Intentioy,. Loy

gelanjutnya, kepala daerah melakuka;,
konsultaSi dengan Kementerian Dalam
enyusunan kajian manfaat kerja sama ked
gilakukan penandatanganan pernyataan kehe
Untuk penandatanganan Memorandum Saling Pengert;
(MSP) oleh kepala daerah, harug memperoleh Persegtur, ian
DPRD Provinsi DKI Jakarta dengan melampirkan );lanf
Memorandum Saling Pengertian (MSP) dan Rencana Kerfa
Gama (Action Plan). Rencana kerja sama yang diajukan ki aza
DPRD paling sedikit memuat subjek kerja sama; latar belaekin é
maksud, tujuan, dan sasaran; objek kerja sama; ruang lingkui;
kerja sama; sumber pembiayaan; dan jangka waktu pelaksanaan.
Selanjutnya persetujuan DPRD atas rancangan naskah kerja
sama tersebut disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri
untuk mendapatkan persetujuan atas pembentukan kerja sama
tersebut. Dalam rangka memberikan persetujuan terhadap
rancangan naskah kerja sama, Kementerian Dalam Negeri
menyelenggarakan rapat antar kementerian/lembaga peme-
rintah nonkementerian terkait untuk membahas rancangan
naskah kerja sama, yang paling sedikit mengikutsertakan:

cngc(&\

koordinas; dan
Negeri melaluj
ua kota sebelym
ndak kerja sama,

1. Kementerian luar negeri;

2. Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang
terkait dengan objek kerja sama;

3. Pemerintah daerah provinsi yang bersangkutan; dan

4. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Hasil rapat antar kementerian/lembaga pemerintah non-
kementerian, Menteri Dalam Negeri menyampaikan rancangan

Volume 2 Mewujudkan Janji Kesejahteraan 205

Scanned with AnyScanner



naskah kerja sama yang telah disetujui kepada Kementeriay,
Luar Negeri. Selanjutnya, Kemente
ja sama scbagaimal

rian Luar Negeri membalgg
1a dimaksud deng:

rancangan naskah ker . ) gan
di luar negerl Apabila rancangan
aimana dimaksud telah disepakati,
ampaikan hasil pembahasan
kan surat konfirmasi kepada
Terakhir, surat konfirmasi

sebagai dasar bagj

pemerintah daerah
naskah kerja sama sebag
Kementerian Luar Negeri meny
naskah kerja sama dan menerbit
Kementerian Dalam Negeri.

dari Kementerian Luar Negeri tersebut
Kementrian Dalam Negeri untuk memberikan persetujuan

Pemerintah ~ Daerah untuk  penandatanganan

kepada
Pengertian (Memorandum of

naskah Memorandum Saling
Understanding atau MoU).

D. PRASYARAT EFEKTIVITAS DAN STRATEGI
KERJASAMA SISTER CITY

Setiap kerja sama sering kali memiliki sejumlah tantangan
besar untuk mengoptimalkan target dan capaiannya. Karena
itu, melihat pengalaman yang ada, skema kerja sama Sister City
harus dibekali dengan sejumlah prasyarat yang perlu dipenuhi
untuk meningkatkan efektivitas kerja sama yang ada. Tanpa
itu, maka kerja sama akan cenderung mengalami stagnasi dan
tidak produktif dalam pelaksanaan dan evaluasi capaian yang
ditargetkan. Setidaknya ada tiga prasyarat dan strategi yang
perlu disiapkan untuk mewujudkan kinerja kerja sama Sister

City yang optimal. Ketiganya antara lain sebagai berikut;

1. Perencanaan Sister City/Province yang Matang

Beberapa kasus Sister City Provinsi DKI Jakarta yang telah
dijalin melalui penandatanganan MoU ternyata di kemudian
hari tidak aktif yakni Jeddah, Arkansas, Islamabad, Maputo, Al
Quds Al Sharif, dan yang kurang aktif, yakni Paris, Hanoi, Los
Angeles, Casablanca, dan Pyongyang. Hal ini terjadi karena
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, tahap perencanaan kurang dianali

yad

sis bidang-bidang kerja
erleang. Penyebab dar;
v:.wlayah tersebut adalah
SI yang terkait dengan
rta kurang dilibatkannya

yotensial yang akan dapat berk
optimalnya kerja sama dengan
nya sinergitas seluruh instap
emberdayaan Sister City/Province, ge
pihak swasta dan ma.S)"arakat (Pftblicparticipation) dalam me
canakan dan mengisi -suatu Sister City/Proyince, Pemah -
dan pengertian yang tidak tepat terhadap Sister City/ :; 3n.1an
cering dijadikan sebagai alasan para p I l;Verkrmfmce
ke luar negeri secara berbondong~bond0ng dengan ut}:ng
canaan yang kurang matang dan sasaran yang kurang teral:ahen-

Untuk mematangkan skema perencanaan kerja Sa.ma
rersebuts dibutuhkan dukungan Kedutaan Besar R] (KBRI) atau
gonsulat Jenderal RI (KJRI) di luar negeri untuk merumuskan
alternatif—alternatif program yang produktif, untuk selanjutnya
pisa ditindaklanjuti dengan pola komunikasi yang intensif
dan proaktif guna memberdayakan skema kerja sama Sister
City/Province yang ada. Dengan telah belakunya Peraturan
pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020
tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah
Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga
di Luar Negeri maka pada tahap perencanaan sebelum naskah
kerja sama ditandatangani harus benar-benar telah matang dan
diyakini tidak akan menjadi kerja sama yang hanya ada di atas
kertas tanpa tindak lanjut nyata.

Karena itu, dalam proses perumusan maupun pelaksanaan,
diharapkan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar
Negeri semakin intensif untuk berbagi informasi, bimbingan
teknis kepada aparatur daerah dan juga memfasilitasi daerah
yang akan membentuk atau telah menjalin Sister City/Province/
State untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi daerah
dalam melakukan hubungan dan kerja sama luar negeri.
Sinergitas kerja sama ini sesuai dengan semangat UU nomor

si"111‘ ‘
kl”’i\ng
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1 di Luar Negeri.
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Daerah Dengan Pemerintah

Sama dacrah dengan Lembags

2. Kompetensi Daerah yang Memadai dalam
Melakukan Hubungan dan Kerja Sama Luar Negerj

Dalam konteks ini, sebelum menjalankan skema kerja samga
yang ada, tim perumus dan pelaksana kerjasama Sister City
diharapkan mampu mengetahui keahlian, kompetensi, jenis
dialog kebudayaan, atau promosi isu dan narasi seperti apa saja
yang sedang dibutuhkan oleh pemerintah DKI Jakarta. Hal inj
penting agar setiap kerja sama yang dilakukan tidak tercerabut
dari akar kebutuhan pemerintahan yang ada. Sehingga, setiap
kegiatan bisa diorientasikan untuk meningkatkan kualitas
kinerja pemerintahan, kebijakan publik, layanan masyarakat,
hingga perbaikan citra dan kredibilitas daerah di mata dunia
internasional. Untuk itu, pelibatan seluruh elemen masyarakat
(stokeholders) sangat diperlukan untuk menentukan skema
prioritas kinerja apa saja yang perlu diperjuangkan melalui
agenda paradiplomasi Sister City ini.

Setelah mengetahui kebutuhan dasar pemerintah daerah
maka bisa ditindaklanjuti dengan memetakan kompetensi
daerah mana saja dari kerja sama luar negeri yang perlu
dikembangkan; program-program atau bentuk kerja sama apa saja
yang boleh dilakukan dengan pihak luar negeri; serta pemahaman
bahwa “treaty making powers' atau kewenangan membuat
perjanjian internasional merupakan kewenangan pemerintah
pusat yang tidak didesentralisasikan kepada daerah otonom.
"treaty making power", pejabat daerah tidak diperkenankan
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N 4

u'lmn(hllHny,nlll perjangian Yang  bersifa
m I“""l‘ diTuar negert atay NAManys send; i
pejabat yang mewakili dgergy Untk ,,,'_
“anll“"” Illl('l‘llilthul h"“f“ "lt'mlupntknn
M‘""”I fuar Negerl RL (full Powers),
uil"p'k““”l memiliki kompetensi dan kccnkn;mn secara huky
J,.lnm mewakili daerah - pada  saat menandatangan qu;::
I,cr)unJi“” inlcrmwi(,m}l: Dengan telah belakunya Pera;u,an
l’clﬂe"im"lh Nomor 28‘ fahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah
Jan Peraturan Mentet] D alam Negeri Nomor 25 Tahun 2020
tentang Tata Cara .Ker)a 5ama Daerah dengan Pemerintah
D aerah di Luar Negri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga
Ji Luar Negeri ma.ka semua Sister City/Povince/State yang akan
dijalin oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulaj tahun 2021
harus sudah matang dari aspek-aspek persyaratan, prakarsa
mekanisme, dan kajian sehingga tidak akan ada lagi kerja samz;
yang tidak aktif, dan harus mampu memberikan manfaat
Kkonkrit dalam pembangunan daerah provinsi DKI Jakarta pada
pidang yang menjadi obyek kerja sama.

Karena itu, kementerian pusat terkait, Lembaga
pemerintah Non Kementerian (LPNK), Asosiasi Pemerintah
Daerah, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi, berkoor-
dinasi dalam menyusun alat evaluasi yang komprehensif dan
parameter yang jelas tentang evaluasi program Sister City/
Province yang dapat digunakan dalam mengukur manfaat suatu
Sister City/Province/State.

"
Jen e

hukim publik

enandatangan
Surat Kuasy dari
sehingga yang ber.

3. Kesamaan Persepsi, Komitmen yang Kuat, dan

Kejelasan Kelembagaan yang Mengelola Sister City/
Province

Setiap kerja sama antara Provinsi DKI Jakarta dengan pemda/
kota di luar negeri selalu diberi nomenklatur yang sama yaitu
“Sister City" atau "Sister Province" atau "Sister State". DKI Jakarta
dan beberapa Sister City DKI Jakarta seperti Istanbul, Seoul,
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dan Tokyo memiliki direktorat internasional yang lwrtanggn“g
jawab mengurus Sister  City/Province. Perbedaan  perseps
tentang arti dan kedudukan Sister City/Province l‘(‘rdampak
pada t;rhalasm‘a komitmen pimpinan daerah untuk penyiapan
perangkat dan anggaran untuk mendukung program  Sister
City/Province. Kesamaan persepsi, komitmen yang kuat, dan
keiélasan kelembagaan vang mengelola Sister  City/Province
suaah harus diketahui pada tahap penjajakan dan perencanaan
sebelum ditantangani naskah perjanjian kerja sama, dan dapat
direncanakan target-target kinerja yang diyakini dapat dicapai,

Untuk itu, Kementerian pusat terkait, Pemerintah Provingj
DKI Jakarta, Kantor Perwakilan RI di luar negeri, dan Kedutaan
Besar negara sahabat di Jakarta yang pemerintah Kkotanya
menjalin Sister City/Province/State dengan Pemerintah Provins;
DKI Jakarta untuk melakukan antisipasi dan solusi atas adanya
perbedaan sudut pandang dan persepsi terhadap pengertian
Sister  City/Province/State, rendahnya komitmen, terbatasnya
SDM, kelembagaan, dan anggaran dalam pengelolaan Sister City/
Province/State.

E. PRIORITAS BIDANG ATAU PROGRAM
KERJA PEMPROV DKI JAKARTA YANG
PERLU DITINDAKLANJUTI MELALUI
SKEMA KERJA SAMA SISTER CITY

Kerja sama antara pemerintah daerah dengan pemerintah
daerah di luar negeri (Sister Province/Sister City) dilakukan
dengan negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan
negara Republik Indonesia, tidak mengganggu stabilitas politik
dan keamanan dalam negeri, dan berdasarkan pada prinsip
menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
persamaan kedudukan, tidak memaksakan kehendak, membe-
rikan manfaat dan saling menguntungkan serta tidak mengarah
pada campur tangan urusan dalam negeri masing-masing,
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. 4

gesuai dengan Peraturan Guberny
oy tentang pola kerja sama luar negeri,
pahwa objek kerja sama yang menjad;
rahan daerah meliputi: 1. pendidikan; 2, |
pidups 4. kepemudaan dan olah ragy; 5 jioper. ;o h
ecil dan menengah; 6. komunikasj dan informatika, 7 suc:}:' ;
8-Pcrpustakaan; 9. pertanian; dan 10, kehutanan, B

pasal 5 mengatur bahwa ruang lingkup kerja sam
meliputi: 1. kerja sama teknik, ekonomi, perdagangan, investas'a
{cbudayaan, dan bidang-bidang lain yang disepakati oleh kedu:;
belah pihak; 2. pemberian bantuan hibah barang dan jasa;
Jan 3. hubungan kerja sama kota/daerah atau yang disebut,
sebagai sister city/sister province dan dilaksanakan dalam
rangka menjalin hubungan persahabatan dan memupuk saling
pengertian di antara masyarakal di kedua kola/daerah dan
sebagai upaya percepalan pembangunan di segala bidang.

Secara khusus pada pasal 9 dijelaskan juga bentuk kerja
sarana dapat berupa bantuan uang, barang, peralatan, tenaga
ahli, asistensi dan bantuan teknik; penugasan tenaga ahli
untuk memberikan bantuan teknis, nasihat dan opini; tukar-
menukar sumber daya manusia dalam rangka, tukar menukar
kunjungan delegasi untuk studi banding dan kegiatan sejenis;
serta tukar-menukar kunjungan misi dagang,

r Nomor 269 Tahun
Pada pasal 4 dijelaskan
kewenangan pemerin-
esehatan; 3. lingkungan

misi kesenian
dan kebudayaan, pariwisata dan pendidikan, delegasi anggota
masyarakat, pemuda, pelajar, atlet dari kota/daerah kembaran.

E. PERTUKARAN PROGRAM (EXCHANGE
PROGRAMS) SISTER CITY/PROVINCE/
STATE BERDASARKAN BASIS ISU

P .mgram-program Sister City/Province/State selain untuk me-
ningkatkan persahabatan dan saling pengertian, juga diharap-
kan melahirkan berbagai manfaat yang saling menguntungkan
bagi kedua pihak seperti bidang kebudayaan, perdagangan,
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Tabel 5.1 Kerja Sama Sister City/Proyinc

srencanaan  dar
investasi dan berbagi pengalaman dalam perenca N

pembangunan kota, serta penyediaan pelayanan pubﬁlﬁ. '

Pada tahapan perencanaan pembentukan Sister .Cny/.
Province/State, pihak eksekutif masih cenderung mendominasi
State dengan kota di luar negeri dan kurang mehb.a.tkan seluruh
pemangku kepentingan. DPRD DKI Jakarta dllﬂ?atkan saat
pihak eksekutif memerlukan dukungan dan persetuj.uan DPRD
tentang persetujuan pembentukan Sister City sesuai ketentuan
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berbagai
tokoh masyarakat dan pemerhati pendidikan juga mengaku
memiliki pengetahuan dan informasi yang sangat terbatas
tentang Sister City/Province karena jarang dilibatkan dan
minimnya sosialisasi (UL, 2003)

Berbagai program Sister City/Province/State (exchange
programs) berdasarkan basis isu antara lain: program pendidikan
(beasiswa, kolaborasi riset, promosi pendidikan); penanganan
banjir dan rob pantai ; Penanganan tata kelola kesehatan publik
; pengelolaan sampah; Promosi nilai toleransi dan moderatisme
islam; pembangunan big data untuk tata kelola lalu lintas kota.
Berikut adalah kerja sama sister city Pemerintah DKI Jakarta
yang berbasis isu program pendidikan (beasiswa, kolaborasi
riset, promosi pendidikan, di mana terdapat 4 (Empat) kota
yaitu Los Angeles, New South Wales, Paris, dan Shanghai.
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V Los

USA

eD
Pendidikan, Kl Jakarta Berbagi Isu

21 Januari 1991

kungan dan Perenca

dan Kesenian:
Iptek, | Pemudsan, Pendidikan &

naan Kota; Kel

Wales, Australia

TNew  South | 30 Mei 1994

Investasi; Pemban Ekon

; gunan i
Pembangunan Perkotaan; Sistem Inforr:::
Geografi; Pendidikan  dap Pelatihan;
Pariwisata & Kebun Bina '

Paris, Perancis

8 September
1995

tang.
Penataan Kota; Lalu Lintas & Angkutan
Umum; Perlindungan Lingk. Hidup; Or-
ganisasi Administrasi Kota; Pendidikan Staf
Adm. Kota. Pengembangan Kebudayaan, P,
en-
didikan dan Olahraga,

Shanghai, Cina

23 Oktober
2020

Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Dewan
Legislatif, promosi pariwisata dan kebu-
dayaan, manajemen perpustakaan dan Arsip

Berikut kerja sama sister city Pemerintah DKI Jakarta yang
berbasis isu Penanganan Banjir dan Rob Pantai.

Tabel 5.2 Kerja Sama Sister City/Province DKI Jakarta
Berbasis Isu Penanganan Banjir

Sttt

Tokyo, Jepang

23 Oktober 1989

Manajemen Perkotaan; Kebudayaan, Kesenian,
Olahraga dan bidang-bidang lain yg disepakati
kedua pihak

Berlin,  Jer- | 13 April Perencanaan Kota; Angkutan Umum; Air
man, Minum & Pengelolaan Air Limbah; Peren-
1994 canaan Pembangunan Perumahan; Ekonomi;

Kebudayaan.
Budapest, | 2 Februari2009 | Perencanaan Kota; Fasilitasi Umux.n; Man. Air
Hongaria Bersih; Perumahan; Lingkungan Hidup; Mana-

jemen Transportasi Kota.
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emerintah DKI Jakarta y

L, -
Berikut kerja sama sisfer i) ] A X
T (8 sehalé d
berbasis isu Penanganan Tata Kelola Ke
I : ) ovince DKI Jakart:
15.3 Kerja Sama Sister € it/ Province DK1 Ja a
o) Crja Né a M ) vesliars
fabel? Berbasis Isu Tata Kelola Kesehatan
—r— 7 o K.u’. ﬁ_ﬁ
| 5 tus 1992 Administrasi Perkotaan; Keschatan
| e A e Masyarakat; Pembangunnn
perkotaan; Manajemen Pariwisata;
Industri Kecil dan Kerajinan,
Pengembanon |
o dagangan & Pengembangap
cansas, US November 1993 | Perdag Par "
2 Arkansas, USA | 17 Nov Ekonomi; Investasi; Kesenian iy
Kebudayaan; Kedokteran Bedap,
Anak dan Rumah Sakit Kanker.
— ]

Sedangkan kerja sama sister city Pemerintah DKI Jakarta
yang berbasis isu Pengelolaan Sampah, di mana terdapat 3 (tiga)
kota yaitu Rotterdam, Kyiv, dan Moskow.

Tabel 5.4 Kerja Sama Sister City/Province DKI Jakarta
Berbasis Isu Pengelolaan Sampah

1 Rotterdam, 01 Agustus Sistem  Informasi ~ Manajemen;

1986 Teknologi penanganan sampah padat
Betands & pemusnahan; City Cargo Terminal;
Waste and Water Management.

2 Kyiv, Ukraina | 21 Juni 2007 Pengelolaan dan  Pemb. Kota;
Transportasi Umum; Pertamanan dan
Kawasan Rekreasi Kota; Perdagangan
dan Usaha Skala Kecil dan Menengah;
Kebudayaan; Pariwisata; Olah Raga
dan Pendidikan dan 8. Bidang-bidang
yang disepakati.

3 Moskow, 22 Juni 2007 Arsitektur dan Tata Kota; Pertamanan
Rusia &  Monumen  Kota; Olahraga,
Kebudayaan dan Seni; Transportasi
Kota; Man. Pariwisata; Perdagangan
dan  Investasi;  Fasilitasi Prog.
Pertukaran Kunjungan antara
Eksekutif & Legislatif kedua kota.
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Adapun kerja sama siste, ity Pemerin hr
ah DK

. NS dan Modery;
mana terdapat 5 (lima) kota yajty, Jeddah "Ia)m::n
) I "

jstanbul, dan Al Qud’s Al Sharif,

perbasis isu Promosi Nilai Tojer
Sme Islam, d;
d, Casablanc,,
Tabel 5.5 Kerja Sama Siste, City/Province DK Jak
aKarta

deratisme Islam

Berbasis Isu Nilaj Toleransj dan Mo

Jeddah,Saudi Arabia | 10 Maret 1979

Pengiriman tenaga  ahj;.
Pelatihan kerja bidang Tate;
Kota dan T, Bangunan;
Penghijauan Kota; Lam;
Scaping dan Administras;,

2 Islamabad, Pakistan | 25 Oktober 1984 | Peningkatan hubungan baik

dan saling pengertian; Kemg.
Juan ilmu pengetahuan dalam
bid. Pemda; Pertukaran Keby.-

aan Pembinaan Generasj

Muda; Perdagangan  dan
Pariwisata

3 Casablanca, Maroko | 27 Mei 1991 Pertukaran tenaga ahli bid.

peningkatan pengelolaan
kota; Perdagangan dan Pari-
Wwisata;  Administrasi dan
Penerangan; Kebudayaan dan
Kesenian; Kepemudaan dan
Olahraga

4 Istanbul, Turki 13 April 2007 Pariwisata dan Kebudayaan;

Pengelolaan Bangunan Ber-
sejarah; Ekonomi dan Per-
dagangan; Lingk. Hidup &
Penghijauan;  Transportasi
Kota dan Manajemen Lalu
Lintas; Adm.Pemda.

5 Al Qud’s Al Sharif 22 Oktober 2007 | Manajemen Krisis dan Ben-
cana; Pelayanan Publik; Pen-
didikan dan Pelatihan; Sosial
dan Budaya; Pariwisata dan

Olahraga.
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Yang tidak kalah me
DKI Jakarta yang berbasi
Tata Kelola Lalu Lintas Kota, terdapat :
Bangkok, Hanoi, Maputo, dan Pyongyang.

y/Province DKI Jakarta

i Qama Sister City
5.6 Kerja Sama Sister Cif) , ;
bl alu Lintas Kota

Berbasis Isu Tata Kelola L

narik, kerja sama sister city ])cmerimah
s isu Pembangunan Big Data untyy

(lima) kota yaitu Seqy,

Bidang Kerja Sama
i MoU :
Seoul, Korea Sela- | 25 Juli 1984 Sistem Adm. Umum & Kepen-

tan

dudukan, Manaj & Perenca-
naan Kota; Manaj lalu lintas
& transportasi; Pengawasan &
penataan lingk; Pembangunan
masyarakat; Program kesenian
& keb; Ketenagakerjaan.

Bangkok, Thailand

21 Januari 2002

Perdagangan dan Investasi;
Promosi Pariwisata & Manaj.
Traffic Control; Perencanaan
Perkotaan; Sumber Daya Ma-
nusia; Administrasi Pemda.

Hanoi, Vietnam

23 November
2004

Perencanaan Kota & Manaj.
Ekonomi dan Perdagangan;
Pelatihan; Pariwisata.

Bidang lain yang disepakati

Maputo, Mozam-
bieque Afrika Se-
latan

19 Juni 2007

Promosi Ks. Lemb. Legislatif;
Perdagangan dan Usaha Skala
Kecil dan Menengah; Promo-
si Pariwisata; Perenc. Kota &
Infrastruktur; Konstruksi &
Pemeliharaan Jalan Umum;
Rehabilitasi Taman Kota &
Rekreasi; Kegiatan Olahraga,
Bud. & Sosial; 8. Trantib dan
Pertahanan Sipil.

Pyongyang,

Korea Utara

08 November
2007

Ekonomi dan Perdagangan;
Pembangunan & Manaj. Kota,
& Pengelolaan Lingk. Hidup;
Pendidikan, Kebudayaan dan

Olah Raga.

Studi Kasus Kebijakan Publik DKI

CITY BERDASARKAN Kgp g

gebagian besar Sister City/ POVince/State
Pemcrintah Provisi DKI Jakarta masih
Jan format yang diatur dalam Peraturan
Tahun 2014 tentang Pola Kerja Sama [ yay
peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahyp, 2
paerah belum keluar.

TIFAN

yang telah dijalip, oleh
didasarkan atas pola
Gubernyr Nomor 269
Negeri, pada $aat mana
018 tentang Kerja Sama

Berdasarkan praktek pengelolaan Sister Cit i

ifat universal indik : ¥ Province
yang bersi ' 1Kator umum yang digunakan untuk
men entukan keaktifannya sekaligus untuk mengukur .
faatnya adalah pertama, adanya kontak dan komunikasinl);j'l];
secara lisan maupun tulisan; kedua, adanya penandatangan;n
dokumen pertukaran kerjasama dalam suatu pertemuan
Kelompok kerja bersama (joint working group); ketiga, adanya
pertukaran kunjungan yang bersifat timbal balik berdasarkan
asas resiprositas; keempat, kegiatan saling memberi bantuan,
persifat kerjasama tehnik, atau hibah murni/bantuan kema-
nusiaan saat terjadi bencana alam, dan kelima, kegiatan yang
diselenggarakan secara bersama (joint host) oleh kedua kota
yang bermitra dalam bentuk promosi kebudayaan, parawisata,
perdagangan, atau seminar internasional.

Berikut adalah kerja sama sister city Pemerintah DKI
Jakarta yang dikategorikan aktif, di mana terdapat 11 (sebelas)
kota yaitu Seoul, Rotterdam, Tokyo, Beijing, Berlin, New South
Wales, Bangkok, Istanbul, Moskow, Kiyv, dan Budapest.
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Tabel 5.7 Kerja Sama Sister City/Province DKI Jakarta Kategori Aktif

No

Bidang Kerja Sama

Seoul, Korea Selatan

Sistem Adm. Umum & Kependudukan, Mannj & Per.
encanaan Kota; Manaj lalu lintas & transportasi; pey,.
gawasan & penataan lingk; Pembangunan masyarakay,
Program kesenian & keb;

Rotterdam, Belanda

Sistem Informasi Manajemen; Teknologi penanganan
sampah padat & pemusnahan; City Cargo Terminal,
Waste and Water Management

Tokyo, Jepang

— |
Manajemen Perkotaan; Kebudayaan, Kesenian, Olah.
raga dan bidang-bidang lain yg disepakati kedua pihak

Beijing, RRC

Administrasi Perkotaan; Keschatan Masyarakat; Pen,-
bangunan Perkotaan; Manajemen Pariwisata; Industri
Kecil dan Kerajinan.

Berlin, Jerman

Perencanaan Kota; Angkutan Umum; Air Minum &
Pengelolaan Air Limbah; Perencanaan Pembangunan
Perumahan; Ekonomi; Kebudayaan.

V

New South Wales,
Australia

Investasi; Pembangunan Ekonomi Pembangunan
Perkotaan; Sistem Informasi Geografi; Pendidikan dan
Pelatihan; Pariwisata & Kebun Binatang.

Bangkok, Thailand

Perdagangan dan Investasi; Promosi Pariwisata &
Manaj.Traffic Control; Perencanaan Perkotaan; Sum-
ber Daya Manusia; Administrasi Pemda.

Istanbul, Turki

Pariwisata dan Kebudayaan; Pengelolaan Bangunan
Bersejarah; Ekonomi dan Perdagangan; Lingk. Hidup
& Penghijauan; Transportasi Kota dan Manajemen
Lalu Lintas; Adm. Pemda.

Moskow, Rusia

Arsitektur dan Tata Kota; Pertamanan & Monumen
Kota; Olahraga, Kebudayaan dan Seni; Transportasi
Kota; Man. Pariwisata; Perdagangan dan Investasi;
Fasilitasi Prog. Pertukaran Kunjungan antara Eksekutif
& Legislatif kedua kota.

Budapest, Hongaria

Perencanaan Kota; Fasilitasi Umum; Man. Air Bersih;
Perumahan; Lingkungan Hidup; Manajemen Trans-
portasi Kota.

Kyiv, Ukraina

Pengelolaan dan Pemb. Kota; Transportasi Umum;
Pertamanan dan Kawasan Rekreasi Kota; Perdagan-
gan dan Usaha Skala Kecil dan Menengah; Kebuday-
aan; Pariwisata; Olah Raga dan Pendidikan dan 8. Bi-

dang-bidang yang disepakati.
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Sedangkan yang termasuk kate
- terdapat 5 (lima) kota,
paris, Hanoi, dan Shanghai.

8ori kurang aktif, set
: » setidak-
antara Jain [,og Angeles, Casablanca

Tabel 5.8 Kerja Sama Sister City/Proyinc, DKI Jakarta Kategori K
urang

Aktif
(No | NamaKota |
—
Los Angeles, | Perdagangan dan Pemb,
| day angunan Ek j
USA ]lZaLwi;sata; kesehatan Lingkungan c:::lml?e;::cz:l::: an:n
ebudayaan d ian; -
sy y: an Kesenian; Kepemudaan, Pendidikan &
/
: Casablanca, Ma- | Pertukaran tenaga ahli bid, peningkatan pengelolaan kota:
roko Perdagangan dan Pariwisata; Administrasi dan Peneran m:
Kebudayaan dan Kesenian; Kepemudaan dan Olahra -
B Paris, Perancis Penataan Kota; Lalu Lintas & Angkutan  Umum;
Perlu'ndungan Lingk. Hidup; Organisasi Administrasi Kota;
Pendidikan Staf Adm. Kota.
Pengembangan kebudayaan, Pendidikan dan Olahraga.
4 Hanoi, Vietnam | Perencanaan Kota & Manaj. Ekonomi dan Perdagangan;

Pelatihan; Pariwisata.

Bidang lain yang disepakati

5 Shanghai, Cina Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Dewan Legislatif,

promosi  pariwisata dan kebudayaan, ~manajemen

perpustakaan dan Arsip

Untuk merespons hal tersebut, Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta telah berupaya untuk lebih mengaktifkan Sister City yang
kurang aktif tersebut sebagai berikut.

1.

Pada tahun 2020, Pemerintah Kota Los Angeles dengan
dukungan dari United States of Department of Transportation
(USDOT) mengundang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
utuk berpartisipasi pada webinar "US-ASEAN Smart Cities
Partnership" dalam rangka kerja sama penyusunan kajian sistem
transportasi umum berbasis digitalisasi (smart mobility). Selain
tu, pada tahun 2019, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada

Jakarta—Los Angeles
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i

tanggal 22 s.d. 28 Oktober 2019 telah mengirimkan delegagi
untuk kegiatan promosi pariwisata, budaya, dan produk ung-
gulan ke Los Angeles. Walaupun telah ada kegiat
Jakarta-Los Angeles pada tahun 2019 dan 2020, kerja sama inj
masih tetap masuk Kategori kurang aktif, karena selain:akibat
dampak pandemi Covid-19, belum ada exchange programs

an Sister City

tahunan yang disepakati oleh kedua kota.

2. Jakarta—Casablanca

Pada tahun 2019, Walikota Casablanca mengundang Gubernur
Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakili untuk berpartisipasi
pada "Africa-Casablanca Smart City Conference. Dan pada
tahun 2020, Kementerian Luar Negeri RI melaksanakan webinar
Sister Province dengan tema "The Need to Embark on Smart
Cities Projects and Digital Parftnership in the Era of Covid-19"
dalam rangka memperingati hubungan diplomatik Indonesia-
Maroko yang ke-60 tahun. Webinar tersebut diikuti oleh kota
Jakarta dan Casablanca. Sister City Jakarta-Casablanca sejak awal
pembentukannya kurang aktif. Mungkin akibat faktor jarak
yang cukup jauh dan adanya kendala bahasa.

3. Jakarta—Paris

Pada tahun 2020, seiring dengan terjadinya pandemi Covid-19
yang cukup mengkhawatirkan di Jakarta, Gubernur Provinsi
DKI Jakarta telah mengirimkan surat permohonan asitensi
kemanusiaan ke Wali Kota Paris untuk membantu penanganan
Covid-19 di Jakarta, namun Wali Kota Paris menyampaikan
permohonan maaf tidak bisa membantu. Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta juga mengundang Wali Kota Paris untuk bepartisipasi
dalam sesi "International Plenary Discussion of Jakarta
Develoment Collaboration Network (JDCN) "Pada tanggal 18
Desember 2020, namun kembali Wali Kota Paris menyampaikan
permohonan maaf tidak dapat berpartisipasi. Dari peristiwa
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pscbuts terlihat b KUrang ada tanggapan yang positf dari
¢ wali Kota Paris untuk lebih mengaktifkan Sister City

]akarta——Hanoi

oyl tahun 2018-2019 dilaksanakan pertukaran kunjungan
Tim Teknis Perencanaan Kota antara Jakarta dan Hanoi.
pada tahun 2019, {akarta jlfga mengundang Hanoi untuk
berp’i‘rtiSipaSi P ‘ada ]akart'a .SISter City Badminton Tournment
5019', namun pihak Hanoi tidak bisa hadir. Pada tahun 2020,
il aksanakan pertukaran informasi antara Hanoi dan Jakarta
erkait dengan penanganan Covid-19 oleh pemerintah kedua
Kota. Juga pada tahun 2020, dilaksanakan pembuatan artikel
gister City Jakarta-Hanoi dalam rangka perayaan hubungan
pilateral Indonesia—Vietnam yang ke-65.

5. Jakarta—Shanghai

Kota Shanghai baru resmi menjadi Sister City pada akhir tahin
2020. Kota Shanghai merupakan satu-satunya Sister City DKI
jakarta yang terbentuk pada saat PP Nomor 28 Tahun 2018
tentang Kerja Sama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah
Dengan Pemeintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar
negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri
telah berlaku, yang telah mempersyaratkan secara sangat ketat
tahapan pembentukan Sister City/Province/State. Diharapkan
kerja sama dengan kota Shanghai akan berlangsung aktif dan
mampu memberikan manfaat terhadap pembangunan daerah
Provinsi DKI Jakarta seperti diharapkan.

Adapun kerja sama sister city Pemerintah DKI Jakarta
yang dikategorikan tidak aktif, terdapat 6 (enam) kota yaitu
Jeddah, Islamabad, Arkansas, Maputo, Al Qud’s Al Sharif, dan

Pyongyang.
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ama Sister City/Province DKI Jakarta Kategori Tidak
Aktif

Table 5.9 Kerja S

Mo Nama Kota Bidang Kerjasama

Jeddah, Saudi Arabia

Pengiriman tenaga ahlis Pelatihan kerja hidung Tata
Kota dan Tata Bangunan; Penghijauan Kota; Lapg
Scaping dan Administrasi.

< \ abye D, . .
Islamabad, Pakistan Peningkatan hubungan baik dan saling pengertian,
;

Kemajuan ilmu pengetahuan dalam bid. Pemdy.

§
Pertukaran  Kebudayaan  Pembinaan  Generasi
Muda; Perdagangan dan Pariwisata

3 Arkansas, USA

—_—
Perdagangan & Pengembangan Ekonomi; Investasi;
Kesenian dan Kebudayaan; Kedokteran Bedah Anak
dan Rumah Sakit Kanker.

4 Maputo, Promosi Ks. Lemb. Legislatif; Perdagangan dan

Mozambieque Afrika Usaha Skala Kecil dan Menengah;

Promosi
Selatan

Pariwisata; Perenc. Kota & Infrastruktur; Konstruksj
& Pemeliharaan Jalan Umum; Rehabilitasi Taman
Kota & Rekreasi; Kegiatan Olahraga, Bud & Sosial;
8. Trantib dan Pertahanan Sipil.

3 Al Qud’s Al Sharif Manajemen Krisis dan Bencana; Pelayanan Publik;
Pendidikan dan Pelatihan; Sosial dan Budaya;
Pariwisata dan Olahraga.

6 Pyongyang, Korea Ekonomi dan Perdagangan; Pembangunan & Manaj,
Utara Kota, & Pengelolaan Lingk. Hidup; Pendidikan,
Kebudayaan dan Olah Raga.

1. Jakarta—Jeddah

Sudah cukup lama Sister City Jakarta-Jeddah tidak aktif, dan
tidak pernah ada upaya dari pemerintah kota Jeddah untuk
mengaktifkannya. Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian
Luar Negeri sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam
pembinaan dan pengawasan kerja sama daerah luar negeri yang
dilaksanakan oleh daerah suadah waktunya untuk melakukan
evaluasi atas kerja sama ini akan diteruskan atau dihentikan,

2. Jakarta—Islamabad

Sudah cukup lama Sister City Jakarta-Islamabad tidak aktif dan
tidak pernah ada upaya dari pihak pemerintah Kota Islamabad

"~
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3. Jakarta- Arkansas

sudah cukup lama Sister City Jakarta- Arkansas tidak akif, dan
tidak pernah ada upaya dari pihak pemerintah ne )
Arkansas untuk mengaktifkannya, Diketahui,
sister City/Province/State,

gara bagian
terkait dengan
pihak Arkansas mengnggap bahwa
urusan tersebut merupakan urusan komunitas, bukan tanggung
jawab Pemerintah Negara Bagian Arkansas. Kementerian Dalam
Negeri dan Kementerian Luar Negeri sebagai instansi yang
pertanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan kerja
sama daerah luar negeri yang dilaksanakan oleh daerah sudah
waktunya untuk melakukan evaluasi atas kerja sama ini, apakah
akan diteruskan atau dihentikan.

4. Jakarta—Maputo

Sejak pembentukannya memang tidak banyak kegiatan yang
bisa dilaksanakan dalam mengisi Sister City Jakarta-Maputo.
Secara historis, Mozambique merupakan negara bekas jajahan
Portugis. Tidak pernah ada upaya dari pihak pemerintah kota
Maputo untuk mengaktifkannya. Kementerian Dalam Negeri
dan Kementerian Luar Negeri sebagai instansi yang ber-
tanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan kerja
sama daerah luar negeri yang dilaksanakan oleh daerah sudah
waktunya unuk melakukan evaluasi atas kerja sama ini, apakah
akan diteruskan atau dihentikan.

5. Jakarta—Al Qud’s Al Sharif

Tujuan pembentukan Sister City Jakarta-Al Quds Al sharif
(Yerusalem Timur) sejak awal pembentukannya memang lebih
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untuk mengktifkan Sister City Jakarta- Al Qud's Al Sharif.

6. hkarta—l’yvngyang

Sebagai akibat kondisi politik internal di Korea Utara bcdampak
Pyongyang yang biga

2019, Pynngyang 700
melalui KBR] Pyongyang mengajukan permohonan Peminjamap

satwa kepada TMR Ragunan Jakarta, namun permohonap,
tersebut belum dapat dikabulkan karena satwa y

dipinjam tersebut termasuk kategori satwa yang dilind

kepada Kerja sama Sister City Jakarta-
dika(cgorikan tidak aktif. Pada tahun

ang ingin
ungi.

H. CAPAIAN KEBERHASILAN PROGRAM
SISTER CITY

Dari 22 Sister City/Povince Provinsi DKI Jakarta, yang masuk
kategori aktif adalah sebanyak 11 Sister City/Province/State atau
50 % yaitu Rotterdam, Seoul, Moskow, Tokyo, Berlin, Beijing,
Istanbul, New South Wales, Budapest, Bangkok, dan Kiyv. Berikut
disampaikan sejarah kerja sama dan kegiatan yang dilakukan
dalam kurun waktu 2017 hingga sekarang (Nindyawaty 2017,
Laporan Biro Kerja Sama Daerah Provinsi DKI Jakarta 2020).

1. Kerja sama Jakarta—Rotterdam

Gagasan hubungan kerja sama kota Jakarta-Rotterdam
diawali dari kunjungan Wali Kota Rotterdam ke Jakarta pada
bulan Oktober 1982. Pada saat kunjungan balasan Gubernur
Provinsi DKI Jakarta ke Rotterdam pada bulan April 1983,
rencana tersebut dikukuhkan dalam bentuk MoU dengan
bidang kerjasama Sistem Informasi Manajemen; Penerangan
Teknologi Penanggulangan Sampah; Relokasi Pergudangan;
dan bidang-bidang lain yang dianggap perlu oleh kedua belah
pihak. Pada tahun 2017 telah ditandatangani Memorandum
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V

y Arrangement (MoA) lakarta~Rmterdam 2017-2019 dengan

N pembangunan
pment (NCICD).
ota Rotterdam Mr.
gasi bisnis dari Van

k(m“‘""a‘gi di bidang tata air, reklamasi, da
National Capital Integrated Coastal Develo
;‘g(la saat kunjungan tahun 2017, waj; g
Ahmed Abou Taleb didampingi oleh dele
Oord dan Port of Rotterdam menindaklanjuti program siter city
jakarta- Rotterdam dalam bidang Water Management and Urban
Jevelopment. Pada tahun 2019 ditandatangani Memorandum
of Arrangements (MoA) antar Gubernur Provinsi DKI Jakata
Jcnga" alikota Rotterdam tahun 2020-2022 secara circular mode.
Kegiatan yang disepakati terdiri atas pengembangan progran
kapasitas dalam bidang pengelolaan air perkotaan terpadu dalam
rangka DUTEP; menjajagi program perencanaan dan mana-
jemen perkotaan terpadu, termasuk memanfaatkan teknologi
informasi konsep city 4.0; manajemen aset; pengembangan
rencana induk mitigasi banjir dan restorasi sungai di Jakarta; dan

pendanaan kerja sama antar museum kebaharian di Jakarta dan
Rotterdam.

2. Kerja Sama Jakarta—Seoul

Pada tanggal 25 Juli 1984 MoU kerja sama kota Jakarta-Seoul

ditandatangani di Jakarta pada saat kunjungan Wali Kota Seoul
ke Jakarta. Dalam kerangka Sister City Jakarta-Seoul sangat
nyata berupa adanya pengenalan kepentingan masyarakat
yang tepat dalam pengisian program Sister City kedua kota dan
menjadikannya sebagai masukan berharga dalam merencanakan
program kerjasama sister city/province. Pada tahun 2016 DKI
Jakarta mengirimkan tenaga kerja swasta DKI Jakarta/alumni
SMK di bidang kejuruan yakni tata boga, automotif, desain
grafis, webmaster, dan eletronik; dan menyelenggarakan Brother
and Sister (Brosis) Project yang merupakan forum pengenalan
dan pertukaran budaya bagi kaum muda dari seluruh dunia di
Seoul. Pada tahun 2017 delegasi Tim Kesenian DKI Jakarta
berpartisipasi pada Seoul Friendship; dan sebaliknya pemuda
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terpaksa dituda karena Covid-19, namun pengiriman 1 orang

pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengikutj
Program Master Degree of Urban Administration Planm'ng
Yang mana seluruh biaya ditanggung oleh program beasiswa
Pemerintah Kota Seoul. Pada tahun 2020, Pemerintah Kota
Seoul dan Jakarta aktif berbagi informasi tentang penanganan
Covid-19, dan Pemerintah Kota Seoul memberikan bantuan
kepada Jakarta 1 buah PCR Machine Covid- 19. Atas undangan
Wali Kota Seoul, Gubernur Provinsi DKI Jakarta juga berkenan
hadir pada acara "Cities Against Covid-19 (CAC) Global Forum"
pada tanggal 2 Juni 2020 di Seoul.

3. Kerja Sama Jakarta—Moskow

Sister City Jakarta-Moskow diawali pada tanggal 3 Oktober 2008
melalui penandatanganan Program Kerja Sama Kota Jakarta-
Moskow dalam bidang penyelamatan dan pelayanan tanggap
darurat; kebudayaan dan pelestarian peninggalan bersejarah;
olah raga; usaha kecil dan menengah; manajemen transportasi
umum; pelayanan sosial; tata ruang kota; dan perumahan.
Delegasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghadiri
acara Festival Indonesia 2017 yang diselenggarakan oleh KBRI
Moskow. Delegasi DKI Jakarta juga berpartisipasi dalam
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,embukaan Festival Indonesia tanggal 4-¢ Agustus 2017 di
'Hmmih!g(‘ Garden, Moskow dalam event yang bertema Visit
“,(”“h.,.,,,l Indonesia: Enjoy Its Diversity. Melalui Sister City
jakarta Moskow, pihak Pemerintah Kota Moskow dapat
”wm[‘;\silimsi apabila Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ber-
nmkSlld untuk belajar dari pengalaman Kota Saint Petersburg
tentang pcngclnlaan pelabuhan dan penanganan ancaman banjir
akibat pasang surut air laut.

Gambar 5.1 Penandatanganan Program Tahun 20202022
Tanggal 3 Desember 2019

Pada tahun 2019, Pemerintah Rusia menghibahkan patung
Yuri Gagarin (astronot pertama Uni Soviet) kepada Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta melalui Kedubes Rusia di Jakarta. Masih
pada tahun 2019, tim pelajar DKI Jakarta berpartisipasi pada "V
International Olympiad of Metropolis". Tim Promosi Terpadu
Provinsi DKI Jakarta telah berpartisipasi Fstival Indonesia
2019 di Moskw dalam rangka mencari terobosan mitra dagang
Indonesia-Rusia dan promosi seni budaya. Pada tahun 2020
telah ditandatangani naskah Program Kerja Sama Sister City
Jakarta-Moskow tahun 2020-2020.
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4. Kerja sama Jakarta—Tokyo

Gambar 5.2 Peringatan 30 Tahun Kerja Sama Sister City Jakarta dan
Tokyo pada 22 Mei 2019 di Hotel Gajoen Meguro, Tokyo

Kerja sama Jakarta-Tokyo dicetuskan pada bulan Mei
1986 ketika Gubernur Provinsi DKI Jakarta bertemu dengan
Gubernur Tokyo Metropolitan Government (TMG) pada saat
menghadiri "The 2nd Summit Conference of Mayor Cities
of the World" di Istanbul Turki. kunjungan kerja Gubernyr
Provinsi DKI Jakarta ke Tokyo pada tanggal 9 April 1993,
pimpinan kedua kota menandatangani program pertukaran
untuk tahun 1993-1994 berupa saling menerima kunjungan
pejabat administratif;pengiriman tim studi banding lingkungan
hidup dari Tokyo ke Jakarta; pengiriman instruktur pelatihan
kejuruan dari Tokyo ke Jakarta; pengiriman insinyur konstruksi
bangunan dan pembangunan perumahan dari Tokyo ke Jakarta;
penerimaan tim studi banding peternakan dan air minum
Jakarta di Tokyo.

Pada tahun 2017, Jakarta mengirimkan Tim Sepakbola U
14 ke Tokyo dan pengiriman ke Tokyo atlet badminton, tennis
meja, dan judo, baik yang normal maupun yang difabel. Pada
tahun 2018, kota Jakarta direncanakan berpartisipasi pada Trade
Expo di Tokyo.
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pada tahun 2019, dilaksanakan kegiatan berupa Perayaan
ke-30 Hubungan Persahabatan Jakarta-Tokyo; Partisipasi DKI
l‘:k;"'(“ pada "Tokyo Football Tournament"; dan partisipasi tim
I;K‘ jakarta pada "Asian-Japan Sport Exchange Program” bagi
et dan difabel. Pada tahun 2020 dilaksanakan pertukaran
;nform'«lSi antara kedua kota terkait dengan penanganan
(‘ovid-lg; Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan
p’ermOh‘man untuk bantuan alat-alat kesehatan terkait dengan
penaﬂga"an Covid-19 kepada Pemerintah Kota Tokyo. Juga
dilaksanakan koordinasi untuk mendapatkan masukan dan
saran terkait pemilihn jadwal penyelenggaraan "Tokyo Football
Tournament 2021". Hal yang tidak kalah pentingnya adalah
dilakukan koordinasi atas terpilihnya Gubernur Provinsi
DKI Jakarta dn Gubernur Tokyo sebagai Vice Chair Steering

Committee of C40 Citis Climate.

5. Kerja Sama Jakarta—Berlin

Gagasan pembentukan hubungan kemitraan antara Jakarta
dengan Berlin bermula ketika Gubernur Provinsi DKI Jakarta
dan Wali Kota Berlin menghadiri "First Summit Conference
of Major Cities ot the World" di Tokyo pada tahun 1985.
Penandatanganan MoU "Kerja Sama Kota Bersaudara” antara
Jakarta dan Negara Bagian Berlin dilaksanakan pada tanggal 13
April 1994 di Jakarta, oleh Walikota Berlin Mr. Eberhard Diepgen
dengan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Surjadi Soedirdja. Tim
Kesenian Jakarta berpartisipasi pada IGA Berlin 2017 dan pada
"Asia Pacific Week 2017" di Berlin. Pada tahun yang sama Tim
Jakarta juga berpartisipasi pada konferensi kota di Bonn tentang
kebutuhan spesifik tenaga ahli yang dibutuhkan Kota Jakarta.
Pemuda Berlin telah berpartisipasi pada Jakarta International
Youth Program 2017. Selain itu, pihak Berlin telah melaksanakan
roadshow delegasi start up Asia-Berlin ke Manila, Jakarta, dan
Bangalore.
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ahun 2019, tenaga ahli terintegrasi dari Pusat Migrasi

D, >
dn Penge mbangan Internasional

: dari Berlin Mr. Kariem El-A};
telah ditempatkan di Dinas Ko "

minfotik Provinsi DK] Jakarta
untuk membanty perancangan dan penyusu
manajemen IT di P

nan sistem informasi
rovinsi DKI1 Jakarta serta mengembangkan
Jaringan kerja sama antara pengusaha start-up

» terg:
dalam L ..

e e e e bt e

. Masih
pada tahun 2019, dilaksanakan penampilan budaya di Botanical
Garden, "Fashion Show" di Summer Garden/Ellington Hotel,
dan eksibisi kuliner di Kaufhaus des Westens (KaDeWe),
bersamaan dengan pelaksanaan Turnamen Sepak Bola Berlin
pada tanggal 24-28 Juni 2019.

Pada tahun 2020, dilaksanakan penandatanganan naskah
‘Implementing Arrangement of Smart change-Strengthening
Good Governnce, Prosperity, & Digilatilation in Jakarta" antara
Permanent Secretary of Berlin dengan Asisten Perekonomian
dan Keuangan Sekda Prov DKI Jakarta secara virtual. Pada
tahun ini pula dilaksanakan Proyek smart Change dalam skema
kerja sama Sister City Jakarta-Berlin. Pemerintah Kota Berlin
mendonasikan peralatan kesehatan penanganan Covid-19.
Gubernur Provinsi DKI Jakarta berpartisipasi pada "Video
Conference on Covid-19 Pandemic Changes" tanggal 27 April
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indangan Wali Kota Berlin. Pada tanggal 8 Oktober
s 30 atas unc i L &
{ Deput Gubernur Provinsi DKI Jakarta berpartisipasi
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o Conference for Covid-19",

Long Term Care and Gender. Pihak

sy 20, .
- atas undangan Senator
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! v m ; i ~ o
o ' ) of Jakarta Development Collaboration Network-JCDN
S Q8107 ) . . |

( la (\tlggdl 18 Desember 2020 secara virtual.
pr\( a e
6 Kerjasama lakaﬂa—Beijing
MoU  Sister City Jakarta-Beijing dit.mdat.lng'.lm P'dda bul:
L o / an

Agustus 1992 di Jakarta antara Gubernur Pm.vinsi DKI hk,drm,
dengan Wali Kota Beijing. Kerja sama yang disepakati meliputi
bidang administrasi perkotaan; olahraga; kesehatan masyar};.ukat;
pembangunan perkotaan; manajemen kepariwisataan; kerajinan
dan pengembangan industri kecil. Pada tahun 2017, Pemuda
DKI Jakarta berpartisipasi pada Youth International Conference
di Beijing; pada tahun 2017 tim kesenian Jakarta berpartisipasi
pada Beijing Joy Dancing di Beijing, dan Tim Sepak Bola Jakarta
berpartisipasi pada Beijing Football Tournament, dan sebaliknya
pemuda Beijing berpartisipasi pada Jakarta Youth Program.
Pada tahun 2019 telah dilaksanakan beberapa kegiatan.

Pertama, partisipasi Provinsi DKI Jakarta pada event
"Beijing International Tourism Expo-BITE" tanggal 16-22 Juni
2029. Kedua, kunjungan delegasi DPRD DKI Jakarta ke "Beijing
Municipal People Congress" pada tanggal 15-21 Agustus 2019.
Ketiga, pelaksanaan "Training Camp Tim Tennis Meja DKI
Jakarta" di Xiannongfan Sport Center pada tanggal 8-17
Oktober 2019. Pada tahun 2020, dilakukan undangan per-
wakilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 2
April 2020 tentang kebijakan Pemerintah Kota Beijing dalam
penanganan pandemi Covid-19 dalam bidang kesehatan dan
ekonomi. Pemerintah Kota Beijing menggalang komunitas
Beijing untuk ikut serta menyediakan bantuan kemanusiaan
dalam bentuk APD Covid-19 untuk Kota Jakarta.
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8. Kerja Sama Jakarta—Budapest

Sister City Jakarta-Budapest diawali tanggal 2 Februari 2009
dengan penandatanganan MoU di Jakarta oleh Gubernur DKI
Jakarta Fauzi Bowo dengan Walikota Budapest dalam bidang
perencanaan kota, fasilitas umum, manajemen air bersih,
perumahan, lingkungan hidup, dan manajemen transportasi
kota. Ditandatangani pula MoU kerja sama antara PD PAM
Jaya, PD PAL Jaya, PT Jakarta Utilitas Propertindo, dan
Budapest Water Works. Pada tahun 2017 delegasi Budapest ikut
berpartisipasi pada Jakarta International Youth Program. Sedang
dalam pembahasan kedua kota tentang kelanjutan kerja sama
BUMD air limbah dan air bersih, dan finalisasi MoU serah
terima kadever komodo dari TMR Ragunan ke kebun binatang
Sosto di Budapest. Pada tahun 2019 terdapat 3 kegiatan sebagai
berikut. Pertama, partisipasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
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9. Kerjasama Jakarta—New South Wales

MoU Sister State antara Provinsi DKI Jakarta dengan Negara?
Bagian New South Wales ditandatangani pada tanggal 39 Mei
1994 dan diperbaharui tanggal 30 September 2015. Bl'dang
kerja sama meliputi infrastruktur, pendidikan dan pelatihan,
perdagangan dan pembangunan ekonomi, pelayanan umum,
dan kebun binatang. Pada tahun 2017 ditandatangani MoU
Taman Margasatwa Ragunan Jakarta dengan Taronga Zoo NSwW
dan serah terima satwa tahun 2017. Disepakati pula partisipasi
pemuda NSW pada Jakarta Youth Festival tahun 2017. Pengisian
program  kerjasama Jakarta-NSW harus diakui telah ikut
memperkuat hubungan bilateral RI—Australia, dan untuk tingkat
tertentu telah turut memfasilitasi adanya transfer of knowledge.
Pada tahun 2019, kegiatan yang dapat dilakukan adalah sebagai
berikut. Pertama, inisiasi kerja sama Sister School antara
Claremont College Randwick dengan SDN Pinang Ranti 09 Pagi,
Jakarta Timur, yang dilaksanakan melalui komunikasi dalam
bentuk video call untuk melatih percakapan, diskusi, pertukaran
karya, dan perancangan rencana kegiatan di antara siswa dan
guru kedua sekolah. Kedua, pertukaran satwa antara Taronga
Zoo dengan TR Ragunan Jakarta. Ketiga, penjajakan rencana
kerja sama pelatihan antara BPSDM Provinsi DKI Jakarta
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Phra;):’o :;:lng a:\tti)rensilstration dalam mengelola sungai Chao
- Yang membelah kota Bangkok menjadi
dua bagian, dan merupakan sumber air baku bagi penduduk
kota Bangkok. Pada tahu 2019, Tim Promosi Seni Budaya DKI
Jakarta berpartisipasi pada "Bangkok Sister City Week 2019",
dan dilaksanakan penandatanganan naskah implementing
arrangement tentang pertukaran pelajar Jakarta-Bangkok
yang direncanakan pada tahun 2020, namun akibat prevalensi
Covid-19 yang masih, terutama di Jakarta, rencana pertukaran
pelajar tersebut ditunda.

11. Kerja Sama Jakarta—Kyiv

Sister  City Jakrta-Kyiv (Ukraina) memiliki keunikan
tersendiri sejak mulai dikukuhkan pada tahun 2007. Pada awal
pembentukannya kerja sama ini kurang aktif. Berkat upaya
proaktif dari Kantor Perwakilan Ukraina dan KBRI Kiyv,
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KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
KEBIJAKAN

i i jelasan,
Dari berbagai penje ]
sister City yang telah dijalankan Pe all” Pro :
Jakarta, terdapat beberapa hal yang dapat menjadi kesimpulan.

: keberhasilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Pertama, . B
menjalin Sister City/Province/State dengan ibu kota atau ko

besar di 22 negara di dunia, termasuk negara adi daya Rusia
dan Amerika Serikat, dengan negara-negara besar lainnya,
yakni Jerman, Perancis, Belanda, RRC, Jepang, Australia,
Thailand, Saudi Arabia, Vietnam. Hal ini keberhasilan diplomasi
Pemerintah RI dan secara khusus prestasi dari para Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta. Pengukuhan Sister City/Province/State
merupakan bukti nyata adanya pengakuan terhadap kesamaan
derajat dan saling pengertian, serta persahabatan antara RI
dengan negara-negara lainnya di dunia, dan secara khusus antara

I

pemetaan dan evaluasi kerja sama

merintah Provinsi DKI

kota Jakarta dengan ibu kota negara-negara lainnya di dunia.
Kedua, pembentukan 22 Sister City/Province/State Provinsi
DKI Jakarta telah dilaksanakan dengan mengikuti persyaratan,
mekanisme, dan prosedur berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku yakni Peraturan Gubernur
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- es, Paris,
al. Sebanyak ¢ Sister City/

ui Penandatangay,
Shanghai pada saat Peraturap

Ketiga, penyebab adanya Sister City/Province/State yang

kurang aktif dan tidak aktif pada dasarnya tidak hanya ber-
sumber dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tetapi juga
diakibatkan oleh mitra kota/provinsi/negara bagian di luar
negeri sebagai aktor kerja sama Sister City/Province yang tidak
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pertukaran  Pro8 dan sebagian lain

ditunda,
T t: an
panyak progra™ yan - Hal ini menjadi tantang

kema kerja sama paradiplomast
ine, tetapi juga secalja
informasi mutakhir

timalkan teknologl uan dan

fer informasi, pengetah
gkatkan kulitas tata kelola
layanan masyarakat di

ing untuk el trans
kit m:ig::::rn:illl:nah, guna menin
;znmg:rlianr?ahan, kebijzl;an publik, dan
; i ayah.
masm}‘if;i‘:i: bzberapa poin kesimpulan di ata?% .
ini berusaha untuk merumuskan rekomendasil kebl)iakan
guna mengoptimaliskan pengelolaan  Sister Ctty/Provmce/.
State Provinsi DKI Jakarta selanjutnya. Beberapa rekom?ndaﬁ
kebijakan yang dihasilkan penelitian ini adalah sebagai berikut:
Pertama, Gubernur Provinsi DKI Jakarta perlu membentuk
Tim Koordinasi Penanganan Kerja Sama Luar Negeri dengan
keanggotaan dari seluruh unsur stakeholders, baik dari
Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan unsur
Perguruan Tinggi yang bertangggung jawab dalam menyusun
format kajian, rencana kerja sama, rencana kegiatan tahunan,

peneliﬁan
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dan laporan hasil ker

- ja sama seperti telah ditetapkan pada
€raturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahup

2018 tentan -
di Luar Negeri de:Igan PenjelJasazmab a'e.rah d.e o Lembig
Kajian yang berisi judul, latar bel;(e N be-r B FO.rmat
Pemetaan potensi dan ka kteri .'ang, lm.ﬂ\wd St e,
manfaat kerja sama, d ra~ eristik serta kebutuhan  daerah,
Sama yang 'berisi slxbi-inkklf&r.npulan' 2) Format Rencana Kerja
P ):b kerl](a ?ama, latar belaka.ng, maksud,
sama, sumber Pemt;ia . deqé sama, ruang lingkup kerja
Format Rencana Kegi i’aa“]: - Jangka.\ w akt.u pelaleanagn, 33
tahun, peran gfa al'l ah‘:lnan ben.sx uraian kegiatan setiap
> para pihak, hasil yang diharapkan, dan rencana
1pemblayaan. 4) Format Laporan Hasil Kerja Sama berisi judul,
atar belakang, maksud, tujuan dan sasaran, ruang lingkup
kerja sama, perkembangan/hasil kerja sama, penerima manfaat,
pendanaan, hambatan, dan analisis rencana tindak lanjut.
Kedua, diperlukan pemetaan ulang atas isu dan kebijakan
prioritas apa saja yang mendesak untuk dioptimalkan melalui
skema kerja sama Sister City. Dalam konteks ini, kebijakan
publik dan layanan masyarakat (public delivery service) tentunya
masih menjadi prioritas utama, baik dalam bidang kesejahteraan
sosial dan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan lingkungan
hidup. Kendati demikian, skema kerja sama yang berpotensi
berkaitan dengan narasi dan isu strategis seperti dialog Islam
dan Barat, perjuangan kemerdekaan Palestina, promosi Islam
moderat di Indonesia, patut dipertimbangkan untuk menjadi
prioritas. Karena itu, walaupun Sister City Jakarta—Al Qud's Al
Sharif tidak aktif, tetap patut dipertahankan karena gagasan
awal pembentukannya memang lebih bersifat dukungan politis
terhadap kemerdekaan Palestina, dan dengan seijin Kementerian
Luar Negeri RI Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama
dengan Kedutaan Besar Palestina di Jakarta perlu melakukan
kegiatan yang bersifat kemanusiaan.
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Keempat, upaya optimalisasi city to city dtplamafy arus
terus dilakukan, dengan melihat dinamika ekonomi-politik
dan keamanan global. Kerja sama strategis dengan kota-kota
dari negara besar akan berdampak signifikan bagi peningkatan
kualitas dan kapasitas kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Selain itu, skema kerja sama city to city diplomacy ini juga sangat
efektif untuk menjadi alat promosi dan media peningkatan citra
serta nama baik kota maupun negara di mata masyarakat dunia.
Dengan demikian, langkah ini dapat dimanfaatkan sebagai salah
satu alternatif diplomasi pada saat mana hubungan bilateral
antar negara dengan negara mengalami kebuntuan.
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